iy O_Ieh :Reni Maﬂina\yéﬂ o

; “Mahasiswa .Progr:éim Doktor pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Saat inj -
: qéa[ah scbagal Ketua Umuny Forum Mahasiswa Pascasar_]ana Indonesm (Fo-~
- rum Wacana). Penode 2004 2006 R -

-.“Pemermtahan dar; rakyat oleh _rakyai dan s.mtuk rakydt tak akan pemah -
menghliang darz muka bumi ini” BN ¥ i '

-Demokrasi adalah kata kunci (key word)  pemilihan langsung untuk pertama kalinya
untuk menyebut suara atau hak rakyat —disclenggarakan di Indonesia.
yang harus dijunjung tinggi oleh setiap
insan demokrasi. Secara konseptual peme-
rintahan yang dilandaskan pada demorkasi
mengandung unsur-unsur yang berat dan
rumit, Banyak ketegangan dan mungkin
perbedaan yangtimbul memertukan
ketelunan dan keuletan agar pemerintahan
demokratis dapat berhasil. Demokrasi fidak
dirancang dem efisiensi tapi ditunjukkan
untuk pertanggung-jawaban. Dalam meng-
ambil keputusan pemerintahan demokratis
mungkin tidak secepat pemerintahan
diktator, namun demikian sekali mengambil
keputusan dan tindakan dapat dipastikan
adanya dukungan pubklik untuk keputusan
tersebut. Salah satu peristiwa vang paling
dramatis yang sedang dialami bangsa In-
~~donesia adalah percepatan ke arah demo-
kratisasi. Hal ini bisa ditandai dari jatuhnya
presiden Socharto pada talun 1998, naik-
nya Habibie, diturunkannya Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) dan naiknya Megawati.
Yang baru saja kita saksikan adalah
kalahnya pasangan Megawati-Hasyim
Muzadi oleh pasangan Susilo Bambang
Yudoyono-Jusuf Kalia dalam suatu

Perubahan dan peraiihan yang ter-
jadi dalam waktu begitu pendek vaitu
hanya dalam tempo Hma tahun terjadi
empat kali pertukaran kepaia negara (pre-
siden) sudah barang tentu menimbulkan
ketegangan dan ketidak-nyamanan. Mes-
lipun demikian hikmahnya juga cukup
terasa yaiti terbukanya ruang politik vang
menakjubkan, muncuinya kebebasan pers
vang luar biasa, lahimya generasi baru
masyarakat siptt yang bersemangat dan
kreatif dan adanva semangat positif untuk
menuniut pertanggungjawaban pemerin-
tahan yang lebih besar dan rakyat makin
mandiri menentukan pilihannya dalam
pemilihan presiden putaran kedua pada
tanggal 20 September 2004 latu. Kesemua
itu menunjukkan pada kita bahwa bangsa
Indonesia khususnya rakyat Indonesia
telah memperlihatkan kematangan dalam
berdemokrasi, Namun demikian pertu
disadari dan diwaspadai tentang proses
dalam demokratisasi itu sendiri, karena
untuk melahirkan suatu sistem demokrasi
vang mapan memerlukan waktu dan
pengalaman. Dan penting untuk diingat,

‘(Presiclen Abraham Lirzc.ol'r_l, 1 863)

36 WACANA INDONESIA



"demokrasx daaidh suatu proses dan

".tumbuh berkemban £ sesuai dengan se}arah ;

_.dan budaya bangsa Indonesm It send:r;

o Penmptaan pranata demorkas: dan

meEahzrkan budaya politik yang mampu
' mendukung aplikasi demorkasi menier-
“lukan waktu yang lama Praktek demokrasx
.dalam negara Kesatuan Repubhk lndone—
SR yang terdiri, dari beraneka ragam. bui-

..fdaya_ a;:,ama etms regaonai gender dan

g__:m sosaal lamnya memeriukan
'kear:fan tersendm Keberhasxlan apllkasa

. ”'demokraSi di- 111done51a banyak tergam

'tung pada dxang konstruktif antara unsus-
unsur ‘yang ‘mewakili. atau membangun
kesepakatan agenda demokras: itu sendu'i

”"'Untuk memahamx agenda demo—
kratisam di Indones:a ‘paling. t:dak ada
tuj uh prmsnp yang d:yakam sebagal kunc;
untuk -memungkinkan terjadmya peru-
bahan memgu demokransas: '

. Perubahan kqns_t'_itu_s'i dan att_iréri hui\um
Undang-undang::Dasar-+1945 telah
diamandemen pada:Sidang Umurm MPR
tahun 2003. Dengan perubahan ini maka
Indonesia telah mampu melakukan
demokratisasi UlUJD-nya, dimana sistem
politik dan hukum, hobungan antara
negara dan warga negara, hubungan antara
kekuasaan dan lembaga kepresidenan,
para pembuat undang-undang, ‘para
penggak hukum, diletakkan dalam
kerangka yang jelas dan sesuai dengan

e teer; demokms: 1ru sendm

2. Otonomi Daerah

Nilai Indonesia di luar Jawa terutama
daerah yang kaya dengan sumber daya

alamnya menuntut adanya keadilan dan.

kontrol terhadap urusan-urusannva
sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan

_Republik Indonesia. Untuk menjawab .
tuntutan tersebut maka pada tahuni1999,

DPR telah menyetujui 'undang- -undang B

otonomi: daerah, yaitu: Undang-‘Undang '
No. 22 yang mencakup desentralisasi ad-"
ministratif dan UU No. 25 mengenai -

perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah. ‘Dengan lahirnya kedua -UU
tersebut,
pemermtah telah dikeluarkan untuk_.

“menjamin. mekamsme pelaksanaan dan’ "
untuk mencegah meluasnya poteﬂspf.'-._'
--potens] konﬂ;k mternal dan mtra rchonal w

3. Hubungan Sfp:i Mxhter -

Selama pemermtahan Orde Baru, m:irter_
dijadikan alat kekuasaan dengan alasan
Dwifungsi ABRI. Setelah Orde Barujatuh,
maka TNI'mengalami kesulitan untuk
menyesuaikan ‘diri, namun TNI segera
melakukan reposisi di‘tengah-tengah
perubahan demokrasi-dan dalam proses
selanjutnya - TNI kembali pada fungsi
pokoknya, yaitu sebagai alat pertahanan
negara. Dengan demikian, maka posisi TN
tidak ada lagi dalam DPR maupun DPRD.
Menegakkan kontrol sipil sepenuhnya atas
fungsi-fungst angkatan berseniata seperti
penentuan panglima TNI maupun Kapolri
harus melalui persetujuan DPR-RI.

4. Masyarakat Sipil )Cm] Socxety)

Pemerintahan demokratis hanya akan i\uat

dan berhasii kalau didukung oleh proses .

dan mekanisme yang demokratis pula.
Oleh karena itu masyarakat dimungkinkan
terlibat dan ikutserta dalam proses-proses
pembuatan keputusan, Untuk itu perlu
dikembangkan kontrol pers yang obyektif,
namun juga perhu dibangun struktur resmi
pembuatan keputusan, baik vang sudah
ada maupun vang tradisional dengan
memperhatikan sepenuhnya aspirasi
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maka, berbagai peraturan =




rakyat;‘Dalam jangka panjang perlu

-+ dilakukan perubahan kurikulum di sekolah,

terutama,yang berkaitan dengan mata
pelajaran 1d:o]0g: negara dan mEa: ana:
demokrast : P

5 Pembangunan Sosml Ekonom:

fDemokratlsaSI sosml ekonoml yang
.d:tegakkan harus meEa}m pranata—pranata
dan praktek yang sahng terkait satu

= 'dengan yang lain. ‘Tindakan ini harus

menciptakan kemampuan sosial ekonomi
yang berkelanjutan. Untuk itu perlu
dilakukan langkah-langkah pembe-
rantasan korupsi, penciptaan lembaga-
lembaga :otonom termasuk pelayanan
hukum dan. penegakan HAM, reformasi
terhadap: pelayanan: sipil‘yanag korup,
desentralisasi terhadap otoritas adminis-
tratif. Demokratisast sosial ekonomi harus
menyentuh-pemberdayaan usaha keeil,
menengah dan ‘koperasi (UKMK), Ma-
syarakat sipil harus ditingkatkan ke-
mampuannya: membuka-lapangan kerja
melalui investasi-dan pemberdayaan
masyarakat terpenci! dan putau-pulau kecil.

6. Gender ..

Jika dilihat dari proporsi keterwakilan kaum
perempuan indonesia di tingkat peng-
ambilan keputusan, sangatlah tidak
seimbang dan tidak setara dengan kaum
pria; Akibatnya, akses kaum perempuan
_ terhadap sumber:daya dan fasilitas yang
memungkinkan untuk dimiliki tidak setara.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka diper-
lukan kerangka kebijakan yang kom-
prehensif yang menyertakan dukungan
dan-aksi dari pimpinan eksekutif dan
legislatif. Penyertaan yang dimaksud: mulai
dari akar rumput dan berkonsultasi dengan
organisasi-organisasi perempuan dan

pemerintah.teutama -dalam peningkatap
kapasitas mereka. Dalam prakteknya
keseteraan gender ini memerlukan usaha .
yang terus menerus karena mm:mnya peran
mereka o

7. Piurahsme Agama

Runtuhnya Orde Baru tclah mendorong
organisasi-organisasi keagamaan terutama_
Islam seperti lepas kendali .menyambut -
kebebasan: Kebebasan tersebut dengan
mudah’ ditransformasi menjadi aktifi itas .
politik. Transformast politik ini terjadi juga-
pada agama lain, seperti pada agama
Kristen, terutama munculnya partai-partai
vang berasaskan keagamaan. Konflik-
konflik yang terjadl di Maluku dan Poso
(Sulawesi Tengah) walaupun, penye-
babnya bukan agama tapi tetah berkem-
bang menjadi konflik-konflik yang lebih
populer disebut konflik agama. Dengan
melihat realita tersebut diatas, maka stategi
yang harus diambil oleh kekuatan
demokrasi adalah mengembangkan
idiologi pluralisme agama yang dimulai dari
dialog-dialog antar umat beragama. Dia-
log-dialog tersebut selalu berjalan -dan
dalam skala tertentu, aksi-aksi sosial telah
dilakukan melalui organisasi kerukunan
antar urminat beragama,

Penutup

Dari uratan diatas, dapat dikatakan bahwa
bangsa Indoensia cepat sekali meng- .
adopsi demorkasi setelah mengalami
kekangan pada masa pemerintahan Orde
Baru, Oleh karena demokrasi itu memer-
lukan proses, maka usaha-usaha terencana
yang dinamakan demokratisasi sedang
berlangsung di tanah air. Untuk menjamin
proses demokrasi tersebut berjalan
dengan arah yang betul, maka ada tujuh
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